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BAB IV 

PENUTUP 

A  Kesimpulan 

 Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Bahwa bentuk perjanjian guru honor dengan kepala sekolah ditinjau dari 

perjanjian secara umum adalah perjanjian lisan dan kesepakatan.  Jika 

dilihat dari perjanjian kerja, guru honor di Kota Payakumbuh yang mengajar 

di sekolah swasta  termasuk ke dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

(PKWTT) dan guru honor yang mengajar di sekolah negeri tidak termasuk 

ke dalam PKWT ataupun ke dalam PKWTT. Guru honor di sekolah swasta 

berstatus guru tetap sedangkan guru honor di sekolah negeri tidak berstatus 

guru tetap.  

2. Bahwa bentuk perjanjian lisan dan kesepakatan yang dibuat oleh guru honor 

dengan kepala sekolah di Kota Payakumbuh tidak memberikan 

perlindungan hukum kepada guru honor tersebut. Tidak ada batas waktu 

perjanjian yang disepakati, dan tidak ada kesepakatan penghasilan ataupun 

kesejahteraan sebagai pekerja. Walaupun guru honor di sekolah swasta 

termasuk ke dalam PKWTT namun perjanjian yang dibuat juga tidak 

menjamin kepastian hukum. Perjanjian yang dibuat tidak memuat unsur 

perjanjian kerja yang sempurna sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

ketenagakerjaan. Isi perjanjian tidak mengikat para pihak yang membuat 

perjanjian karena hanya bersifat sepihak  dan tidak mengikat para pihak. 
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Masalah penghasilan tidak menjadi hal yang diperjanjikan sehingga apa 

yang diperjanjikan sangat jauh dari kepastian hukum. Sehingga kedudukan 

guru honor  ini sangat lemah.  Lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN)  pengganti Undang-undang 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,  akan menjawab persoalan 

guru honor ke depannya dimana guru honor dapat menjadi Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK)  yang mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap dan akan memberikan perlindungan hukum kepada guru 

honor. Hak guru honor yang terabaikan secara hukum dapat diperjuangkan 

melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu Peradilan Hubungan Industrial.   

3. Bahwa secara yuridis formal pembayaran insentif guru honor di Kota 

Payakumbuh tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan secara 

hierarki. Pembayaran insentif tersebut hanya berdasarkan Dokumen 

Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang telah 

disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Payakumbuh setiap tahun sejak tahun 2007 dan berdasarkan SK Walikota 

Payakumbuh melalui kegiatan Penyediaan Jasa  Tenaga Adminsitrasi dan 

Teknis Perkantoran. 
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B  Saran 

1. Guru honor yang diberi insentif oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam 

pelaksanaan pembayarannya mempunyai dasar hukum yang  lemah, 

disarankan kepada pejabat yang  berwenang untuk mengkaji ulang untuk 

terus memberikan insentif guru honor dimaksud karena ditinjau dari unsur-

unsur perjanjian secara umum maupun unsur perjanjian kerja, pengangkatan 

guru honor di Kota Payakumbuh memiliki kelemahan yang cukup banyak 

dan  menyalahi  ketentuan perjanjian sesuai aturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2.Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mengakomodir keberadaan guru   

honor dengan cara memberi insentif karena  prestasi kerjanya dengan 

pemberian insentif bagi yang memenuhi persyaratan maka harus mengacu 

kepada ketentuan perjanjian umunya dan aturan  ketenagakerjaan yang ber-

laku agar guru honorer dan keuangan negara tidak dirugikan .  

3.Pelaksanaan pembayaran insentif  kepada guru honor di Kota Payakum       

buh melalui DPA Dinas Pendidikan, terlihat no.rekening, program dan 

kegiatan tidak cocok. Ke depan diharapkan Dinas Pendidikan mencari   

nomor rekening yang sesuai agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan para 

pihak di kemudian hari. 

 

 

 

 


